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GAMBARAN UMUM 

 
Pemenuhan Hak atas keadilan bagi korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 
merupakan kewajiban Negara. Kewajiban itu untuk diantarannya untuk memberikan 
perlindungan hukum maupun perlindungan social bagi korban. Perlindungan tersebut 
semestinya diberikan secara holistic/menyeluruh, memenuhi semua aspek dalam 
penaganan maupun pemulihan. Sebagai perlindungan hukum sendiri Negara telah 
memberikan jaminan perlindungan hukum salah satunya  lewat Undang-Undang No. 7 
Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk 
diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW, Convention on the Elimination of All froms of 
Discrimination Against Women). Praktis kurang lebih 34 tahun sudah implementasi Undang 
– Undang tersebut dijalankan.  
 
Secara sepesifik Indonesia telah memberikan jaminan adanya Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga yang tertuang dalam Undang–undang Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga atau yang biasa disebut UU PKDRT No. 23 tahun 2004. Selain itu secara 
khusus juga ada UU Perlindungan Anak No. 23  tahun 2002 yang kemudian direvisi menjadi 
UU No.35 tahun 2014. Secara khusus dalam memberikan jaminan penganan lainnya telah di 
bentuk Pusat Pelayanan Terpadu  Perlindungan Perempuan dan Anak atau di singkat 
P2TP2A di tiap Kabupaten/Kota.  
 
Di Surakarta sendiri sejak tahun 2004 telah terbentuk Pelayanan Terpadu Perempuan dan 
Anak Kota Surakarta ( PTPAS ) yang merupakan konsorsium institusi vertical maupun 
horizontal seperti  ada Aparatur Penegak Hukum, Rumah Sakit, Lembaga Swadaya 
Masyarakat serta Ormas Perempuan.  Peran mereka secara jejaring melakukan penaganan 
kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak  dengan menyediakan 5 layanan ( layanan 
pengaduan, layanan medis, layanan hukum, layanan rehabilitasi sosial, layanan reintegrasi ) 
secara komperhensif sesuai dengan peran masing - masing.  Layanan dan peran masing – 
masing konsorsium tersebut dituangkan dalam MoU dan Nota Kesepakatan. Sejak tahun 
2015 MoU dan Nota kesepakatan telah berakhir.  Di tahun 2016 atas respon adanya Permen 
No.1 tentang Tata kelola Unit Pelaksanaan Tehnis Perlindungan Perempuaan dan Anak, Kota 
Surakarta merespon dengan membentuk Unit Pelayanan Terpadu ( UPT ) PTPAS.  
 
Berakhirnya MoU dan perubahan kebijakan tentang perubahan layanan menjadi unit 
akhirnya mempengaruhi layanan bagi korban. Beberapa kasus yang masuk ke UPT PTPAS 
penyelesaiannya kurang cepat. Padalah kebutuhan korban perlu respon cepat. Kekurangan 
tenaga pendamping layanan yang ada di UPT dan perubahan kebijakan akhirnya justru 
mempengaruhi koordinasi jaringan yang dulu sudah terbangun solid. Layanan yang dulu 
berjalan sesuai jenis layanan yang di berikan oleh masing – masing yang tergabung dalam 
PTPAS juga seperti berjalan sendiri – sendiri tidak ada keterpaduan yang dilakukan. Hal 
tersebut akhirnya mempengaruhi layanan yang di berikan pada korban. Beberapa korban 



yang sudah datang ke UPT PTPAS akhirnya mendatangi lembaga layanan lainnya 
dikarenakan merasa respon layanan yang diberikan kurang cepat. Lembaga layanan yang 
lainnya pun tidak dapak mengkoordinasikan dengan baik akan kebutuhan – kebutuhan 
layanan yang tidak bisa diberikan menyeluruh.  
 
JENIS KASUS DAN BENTUK KEKERASAN  
 
Dari data yang di himpun SPEK-HAM dari Januari sampai dengan Desember tahun 2017 ada 
43 Jenis kasus. Jenis kasus  tersebut terdiri dari;  Kekerasan Terhadap Istri masih 
mendominasi ada 35 kasus (81,4% ), sedangkan  Kekerassan Dalam Pacaran ada 7 kasus 
(16,3 %),  Kekerasan Terhadap Anak yang dilakukan ayah tiri ada 1 kasus ( 2,3 % ). Jenis 
kasus kekerasan terhadap Istri yang ditangani SPEK_HAM biasanya bersifat ganda, 
mengalami satu bentuk kekerasan disertai dengan bentuk kekerasan lainnya. Seperti sudah 
mengalami kekerasan fisik, kemudian di telantarkan dan di tinggal selingkuh serta ada juga 
mengalami kekerasan seksual terhadap istri. 
 
Dari 43 Jenis kasus di atas bentuknya terdiri dari;  bentuk kekerasan fisik 15,4 % bentuk 
kekerasan  psikologis 76,9%  bentuk kekerasan penelantaran ekonomi  7,7%  bentuk 
kekerasan seksual ada  53,4 %. Dari bentuk kekerasan tersebut justru bentuk kekerasan 
psikis dan bentuk kekerasan seksual yang mendominasi. Selama ini anggapan terjadinya 
Kekerasan terhadap istri lebih banyak karena factor ekonomi justru dari data diatas hanya 
menyumbang 7,7% saja.  Bentuk kekerasan psikis maupun bentuk kekerasan seksual dalam 
ranah privat justru menjadi factor utama. Factor – factor tersebut diantaranya seperti di 
tinggal selingkuh, ditinggal pergi tanpa kabar, sering dicaci maki maupun pengancaman, 
suami punya wanita idaman lain dan yang terparah wanita idaman lainnya diajak 
berhubungan seksual secara virtual lewal videocall saat tidur malam bersama istri dan 
anaknya yang kecil berumur 2 tahun.  
 

Di bawah ini salah satu cerita Jenis kasus Kekerasan terhadap istri yang mengalami bentuk 
kekerasan ganda seperti yang dialami  “NN” 46 tahun, 23 tahun menikah.  
Suami dalan sehari bisa 3 kali atau 4 kali meminta hubungan seksual yang tidak wajar dalam 
melakukannnya. Suami tidak pernah memahami kondisi istrinya apakah sedang capek atau 
sakit ataupun sedang menjalankan puasa. Dalam kejenuhan melayani,  istri juga pernah 
menyarankan kalau mau melakukan poligami tetapi suami justru marah – marah dan 
menuduh istri mau melakukan perselinkuhan. Sama juga halnya kalau istri tidak mau 
melayani maka kata – kata kotor yang akan keluar dari mulit suami. Segala jenis binatang 
akan keluar dai mulut suami dan pernyataan yang menyakitkan akan terlontar, “kamu habis 
melacur dengan siapa kok tidak mau melayani suami, sudah memasukan berapa laki - laki 
saat tak tinggal kerja tadi?. Atau istri klau sedang pergi habis pengajian dan suami sudah di 
rumah dan di minta untuk dilayani serta istri tidak mau maka kata – kata tuduhan bahwa 
istri habis pergi keluar sama mantan pacar dan melakukan kontak seksual dengan pacar. 
Tidak hanya kata – kata kotor kadang kala suami juga melakukan kekerasan fisik seperti 
memlintir payudara istri ataupun anggota badan yang lain hingga memar membiru.  
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KARAKTERISTIK PELAKU DAN KORBAN 

Data usia korban dan pelaku: 

Di lihat dari data karakteristik pelaku dan korban di atas kekerasan terjadi banyak pada usia 
produktif antara usia 19-40 tahun. Untuk korban kebanyakan di kategori usia 25-40 tahun 
dan 19-24 tahun. Karakteristik usia jika dibandingkan dengan bentuk maupun jenis 
kekerasan maka trend saat sekarang perselingkuhan maupun penelantaran keluarga yang 
menikah kembali dengan perempuan lain tanpa memberi kabar pada istri maupun keluarga 
banyak terjadi pada usia produktif. Pelaku dengan mudahnya berpaling maupun melakukan 
perselingkuhan yang lain tanpa melihat tujuan awal mula mau melakukan pernikahan. Dari 
karakteristik diatas juga bisa dilihat, kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi di semua 
usia, hingga kami mencatat ada satu korban perempuan usia 7 tahun pun bisa mengalami 
kekerasan seksual. Selama ini SPEK-HAM lebih banyak melakukan pendampingan pada 
perempuan dewasa. Kalau terjadi situasi yang khusus seperti melakukan penanganan 
kekerasan terhadap anak berarti menjadi catatan bahwa kekerasan seksual pada anak 
mengalami peningkatan.   
 



DATA TINGKAT PENDIDIKAN KORBAN DAN PELAKU: 

Dilihat dari data diatas kekerasan terjadi bukan hanya pada tingkat pendidikan rendah saja 
tetapi juga bisa terjadi pada jenjang pendidikan perguruan tinggi. Tingkat pendidikan untuk 
korban dan pelaku yang paling banyak di jenjang pendidikan SLTA. Dari karakteristik tingkat 
pendidikan dan usia bisa dilihat, kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi pada usia 
berapa saja  dan tingkat pendidikan yang beragam juga. Jika di lihat dari tingkat pendidikan 
pelaku yang berjenis kelamin laki – laki, dalam akses mendapatkan pendidikan lebih baik 
dibandingkan dengan perempuan. Tingkat pendidikan perguruan tinggi saja ada selisih 50% 
lebih banyak di akses laki - laki, pendidikan SLTA ada selisih 57,1% lebih banyak di akses laki 
– laki, demikian pula pendidikan di tingkat SLTP.  
 
DATA PROFESI KORBAN DAN PELAKU: 

Dilihat dari jenis profesi  atau pekerjaan, korban  banyak yang bekerja menjadi  karyawan 
swasta, IRT serta Wiraswasta. Sedangkan untuk pelaku juga banyak yang bekerja menjadi 
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karyawan swasta, Pegawai Negeri Sipil maupun Polri. Ternyata kerentanan kekerasan 
terhadap perempuan tidak hanya dialami oleh Ibu rumah Tangga saja tetapi perempuan 
yang punya pekerjaan ekonomi juga bisa mendapatkan kekerasan. Beban ganda yang 
dialami perempuan selama ini juga masih banyak terjadi. Pelaku maupun korban juga terjadi 
di lingkungan Pegawai Negeri Sipil maupun Polri/Tentara. Berdasarkan pengalaman SPEK-
HAM melakukan penganan kasus di lingkungan Pegawai Negeri Sipil maupun Polri/Tentara 
prosesnya sangat berbelit. Lebih lanjut akan kami sampaikan dalam box di bawah ini.  
 

Kasus FN, 23 tahun, Sarjana.  
Dia istri seorang Tentara Angkatan Laut yang di pidah tugaskan di Manado setelah istrinya 
melakukan pelaporan ke atasannya soal penelantaran rumah tangga. Awal menikah baik – 
baik saja dan FN juga di daftarkan sebagai istri militer di angkatan suaminya. Berjalannya 
waktu setelah memiliki anak yang autis pelaku mulai berubah. Anak dan istri di anggap 
sebagai pembawa sial dalam hidup maupun keluarga besarnya. Selama ini belum ada 
sejarah dalam keluarga besar pelaku yang memiliki anak autis apalagi pelaku adalah anak 
tunggal. Lebih dari satu dua tahun istri menghidupi anak dengan bekerja serabutan. Merasa 
tidak di beri nafkah dan suami justru mulai melakukan perselingkuhan dengan perempuan 
lain maka istri lapor ke atasan pelaku. Sebagai konsekwensi pelaku di pindah tugaskan dan 
di mutasi jabatannya. Sebagai pelampiasan akan kemarahan hal tersebut kemudian pelaku 
menyita semua surat maupun identitas korban dan mengusir korban pergi dari rumah. Jika 
tidak pergi dari rumah maka korban dan anaknnya diancam akan di bunuh lewat cara 
apapun atau oleh siapapun yang akan di suruh. Merasa terancam kemudian korban pulang 
ke Jawa ke rumah orang tua korban. Lewat komunikasi terakhir dengan telepon gengam 
korban meminta seluruh surat dan identitas di kembalikan pada korban. Pelaku 
menyampaikan akan memberikan surat jika korban mau di cerai dan korban yang di minta 
untuk mengajukan gugatan cerai. Karena merasa hak – haknya di langgar maka korban 
melakukan pelaporan ke Propam. Proses hukum sudah berjalan hampir 1.5 tahun tetapi 
belum ada keputusan final. Banyak tantangan yang di alami korban seperti kesulitan korban 
untuk menanyakan kepindahan kesatuan pelaku, kemudian jadwal persidangan yang tidak 
tentu dan jika ditanyakan kembali disampaikan kalau pelaku belum pulang dari tugas Negara 
ataupun alasan lainnya. Surat desakan juga telah dilakukan tetapi dalam prosesnya tetap 
terkesan menutupi kesalahan pelaku oleh kesatuannya.     

 
Dalam proses penanganan kekerasan terhadap perempuan ada sorotan yang kami lakukan 

pada satu kasus berdampak anak dan istri menjai depresi. 

EV, 46 tahun, Arsitek, menikah sudah 20 tahun dan di karuniai anak 2 orang ( laki dan 
perempuan).  
Awal pernikahan tidak ada hal yang berbeda saat pacaran hingga kemudian lahir anak 
pertama dan pekerjaan pelaku sebagai manager hotel mulai berpindah – pindah. Perlakuan 
kasar mulai dilakukan dan tidak mengenal waktu dan pada hal kecil saja bisa jadi menjadi 
besar seperti pelaku lupa menaruh kunci mobil maka seisi rumah dan istri yang akan di caci 
maki. Dalam mendidik anak sering kali keras dan mengharapkan selalu menjadi juara. 
Puncaknya setelah anak pertama tidak masuk dalam 10 besar di sekolah Sekolah Dasar, 
anak sering dicaci maki dan di pukul kepalannya dan dikatain kata goblok hingga akhirnya 
anak menjadi mider dan tidak mau bersosialisasi keluar rumah. Sebagai dampaknya anak 
sering berdiam diri di kamar dan ngobrol sendiri seperti berhalusinasi ngobrol dengan orang 



lain maupun mencaci maki orang lain walaupun tidak ada lawan bicarannya. Sekolah anak 
menjadi berantakan dan itu tidak membuat pelaku sadar, justru kemarahannya semakin 
menjadi – jadi. Anak jadi tidak naik kelas, padahal saat SD kelas 1 s/d kela 5 dulu jadi juara 
kelas. Melihat situasi tersebut dan sudah berlangsung lama EV meminta untuk berceria saja. 
Justru semua surat dan identitas di sita dan korban di usir dari rumah dengan membuang 
semua pakaian keluar rumah.  Dampak akan kekerasan yang dialami terus menerus bisa 
membuat anak dan istri menjadi depresi walaupun awal mulannya hanya cacian. Sebagai 
solusi akhirnya kami merujuk anak di rawat ke RSJD Arifin di Surakarta untuk terapi 
pemulihan bersama korban dan sekarang anak sudah sekolah kembali. 

 

TANTANGAN DALAM PENAGANAN: 

- Peran serta P2TP2A yang kurang maksimal  dan MoU yang sudah berakhir sehingga 

layanan menjadi tidak maksimal dan banyak kasus justru larinya ke Lebaga Swadaya 

Masyarakat maupun OBH padahal sebenarnya ada akses hukum secara gratis dan 

layanan sebagai tanggung jawab Negara wajib dilakukan lembaga tersebut.  

- Akses layanan hukum Perempuan korban  yang tergolong miskin mengajukan cerai 

gugat terkendala di beban biaya panjer perkara, situasi ini banyak diciptakan oleh 

pelaku yang membiarkan status korban mengantung padahal pelaku sudah hidup 

serumah dengan perempuan lain. 

- Jarang sekali kasus KDRT bisa naik ke tingkat persidangan karena biasanya  

penanganan di Polres condong ke mediasi dengan asumsi ranah privat dan dengan 

asusmsi yang lain biasanya pelapor akan kembali lagi rukun nantinya.  

- Dalam penaganan kasus kekerasan seksual dalam pacaran pada usia di atas 18 tahun 

dianggap sebagai kasus suka – sama suka sehingga dalam proses hukumnya tidak 

memberikan akses keadilan bagi korban. Aparat Penegak Hukum hanya melihat 

konteks Hukumnya saja,  tidak melihat aspek ketimpangan relasi di dalamnya untuk 

memperkuat keadilan korban.  

- Mutasi petugas layanan di institusi yang memberikan layanan sehingga perlu 

membangun komunikasi kembali agar ada presfektif keterpihakan terhadap 

penaganan kasus kekerasan terhadap perempuan oleh mereka. 

Di Surakarta sendiri untuk tahun 2017  berdasarkan data simponi ada 89 kasus Kekerasan 
terhadap Perempuan dan Anak dengan jumlah 49,8% atau 44 kasus merupakan bentuk 
Kekerasan Seksual. Pelaku Kekerasan Seksual sendiri banyak yang dilakukan oleh orang – 
orang terdekat seperti teman satu kelas, tetangga, pacar bahkan ada anak umur 7 tahun di 
perkosa oleh saudara kandung dan ayah kandung. Untuk kasus percerian sendiri pada tahun 
2017 ada 952 kasus, baik cerai talak maupun cerai gugat. Angka dispensasi nikah ( 
pengajuan pernikahan dikarenakan umur yang mau menikah tidak sesuai dengan ketentuan 
perundang – undangan atau usia di bawah ketentuan usia pernikahan )  di tahun 2017 ada 
40 anak  dan yang  disetujui ada 36 anak ( data Pengadilan Agama Surakarta ). Factor utama 
mereka melakukan dispensasi nikah dikarenakan anak hamil di bawah umur dengan pelaku 
pacarnya, sehingga sebagai penyelesaian persoalan kemudian diajukan dispensasi nikah. 



Sebuah situasi dan kondisi yang sangat miris dan meprihatinkan hal tersebut terjadi di 
Surakarta. 
 
Berdasarkan situasi dan hal tersebut diatas maka kami merekomendasikan Pemerintah 
khususnya Pemerintah Surakarta untuk: 
 

1.    BERIKAN JAMINAN RASA AMAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK 
2. PASTIKAN PEMENUHAN LAYANAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN   

KEKERASAN 
3.    BERIKAN RUANG DAN AKSES INFORMASI BAGI PEREMPUAN 
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